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BUPATI CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR  15  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 2 TAHUN 2012  TENTANG PENANAMAN MODAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. bahwa guna menyederhanakan dan mempercepat proses 
perizinan penanaman modal untuk meningkatkan iklim 

usaha di Kabupaten Cilacap, beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penanaman Modal perlu untuk ditinjau dan 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4852); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, 

Mineral, dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang  
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4854); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4987); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
97); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 28); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 134); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 

Dan 

BUPATI CILACAP 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 

2012 TENTANG PENANAMAN MODAL 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk: 

a.   mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman 
modal di daerah; 

b.   mempercepat peningkatan penanaman modal. 
(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Daerah: 
a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap 

memperhatikan kepentingan daerah; 

b.   menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha 
bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan 
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 
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c.   membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan 
kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 

(3) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah. 

(4) Rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 8 

(1) Setiap penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di daerah 
dapat mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati. 

(2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. izin prinsip penanaman modal; dan 
b. izin usaha. 

(3) Pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional 

komersial maka penanam modal wajib memiliki izin usaha. 
(4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan 
pelayanan terpadu satu pintu. 

(5) Ketentuan dan tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

(1)   Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan penanaman modal 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap. 

(2)   Dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. 

 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 12 Desember 2017 

BUPATI CILACAP, 

 
ttd 

 
TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 12 Desember 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP 

KEPALA BAPPELITBANGDA  
 

ttd 
 

FARID MA’RUF 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 15 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :  

( 15 /TAHUN 2017) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 

NOMOR  15  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL 

 

I. UMUM 

Perkembangan pengaturan terkait penanaman modal yang tertuang dalam 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal membuat 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Penanaman Modal tidak sesuai lagi, sehingga membutuhkan 

penyesuaian. 

Penyesuaian Peraturan Daerah ini, sekaligus bertujuan untuk 

menyederhanakan perizinan dan nonperizinan dalam rangka mendorong 

peningkatan penanaman modal di Kabupaten Cilacap sehingga dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

 Pasal 3 
  Ayat (1) 

 Huruf a 

 Cukup jelas. 
 Huruf b 

 Cukup jelas. 

  Ayat (2) 
 Huruf a 

 Cukup jelas. 

 Huruf b 
 Cukup jelas. 

 Huruf c 

 Cukup jelas. 

  Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 Pasal 8 

  Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
Ayat (2) 

 Huruf a 

 Cukup jelas. 
 Huruf b 

 Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
  Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (5) 
 Cukup jelas. 

 Pasal 12 

  Cukup jelas. 

 
Pasal II 

              Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 148 

 

 


